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KUALIFIKASI PELAKSANA:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 fentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun-2008 tentang Keterbukaan
Infarmasi Publik (Lembaran Negata Replblik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5143}

Peraturan Presiden Momor B0 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nemaor 180);

1. Pejabat FUngsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Analis Penyuluh
Obat'dan Makanan, dan Arsiparis.

| 2, _Memiliki kemampuan kemunikasi yang baik,

3. Mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

4. Mampu mengoperasikan komputer program Ms Office, internet, alat
komunikasi, dan media sosial.




Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tenlang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonasia Tahun 2013 Nomaor 648);
. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 325);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Momaor 21 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2020
Momor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan alas Peraturan Badan Pengawas Obat dgn Makanan
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 629); \ -
Peraturan Badan Pengawas Obal-dan Makanan Nomor 22 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unil Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengawas '!f.'il:lgat dan Makanan (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana lelah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Momor 24 Tahun 2022 tentapg Perubahan
Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Felaksana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahn 2022 Nomor 1111);
. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 741);
. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun
2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);




10. Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor |
HK.02.02.22.221.08.22 45 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi |
Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

11. Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Momor
HK.02.0222221.092250 Tahun 2022 tentang Klasifikasi
Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan; dan

| 12. Keputusan Sekretaris Ulama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nemor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 Tentang Pejabat

FPengelola Informasi dan Dokumentasi D Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. FOM-08.02/CFM.01/S0P.04 Pengajuan Keberatan 1. Alat Tulis Kantor

2. POM-08.02/CFM.01/SOP.05 Pengumuman Informasi Publik 2. Alat Pengolah Data

3. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan™ dan Pemutakhiran | 3. Aplikasi Penunjang

Daftar Informasi Publik 4. Jaringan Intemet

4. POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi | 5. Alat Komunikasi

5. POM-08.02/CFM.01/SOP.08.  Pendoktimentasian  Informasi | 6. Pustaka '

1

Publik
B. POM-08.02/CFM.01/S0OP.09 Makiumat Pelayanan Informasi

Fublik

7. Sarana prasarana lainnya

swrew———ca

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP Permintaan Informasi Publik tidak dilaksanakan sesuai |
prosedur, maka akan mengganggu Hnenﬂ Fusat Pengembangan |
Pengujian Obat dan Makanan Nasional ,

s

Disimpan dalam bentuk file elektronik danfatau cetakan sebagai bulkti I[aglalan

| dan bahan referensi.
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B. Deskripsi/Pengertian Umum

5

B

Pejabat Pengelola Informasi dan Dekumentasi (PPID) adalah pejabat yang berlanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di kngkungan BPOM, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

PPID BPOM adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang beﬂanggunglawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Informasi Publik di BPOM

FPPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membaniu PPID BPOM dalam pengelolaan
dokumentasi, pengelolaan Informasi Publik, dan pelayanan Informasi Funlfl;,_m BPOM

PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pejabat yang membantu PPID BPOM-dalam penyelesaian sengketa
Informasi Publik

PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional adalah pejabat Kepala Unit Kera Pusat
Pengembangan Pengujian Obat dan/Makanan Nasional yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Informasi Publik di tingkat unit kefja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Pusal Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
adalah pejabat yang membantu PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam
pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

FPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Masional Bidang Dokumentasi dan Arsip adalah pejabal
yang membantu PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam pengelolaan dokumentasi
dan arsio Informasi Publik yang dimiliki Pusat Fémemljanigsan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sesuai dengan klasifikasi informasi.
Atasan PPID BPOM adalah Sekretaris Ulama yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.

Tim Pertimbangan PPID adalah pejabat Eselon | di lingkungan Badan POM yang bertanggung jawab memberikan pertimbangan dalam
merumuskan daftar Informasi Publikk, Informasi j,i'ang Dikecualikan, keberatan alas pelayanan Informasi dan penyelesaian sengketa Informasi,

dan hal-hal yang belum diatur terkait pepgelolaan Informasi dan dokumeniasi.
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10. Petugas Pelayanan Informasi (PPI) PPID Pelaksana Unit Kera/UPT Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional adalah
petugas yang bertanggung jawab menyiapkan kebuluhan dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik.

11. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikinm, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan panyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
Undang seria informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

12. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik.

13. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi Keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

14. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakal dengan
memperiimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya
atau sabaliknya.

15. Aplikasi SIMPEL atau Sistem Pelaporan Layanan adalah aplikasi yang digunakan uniuk melakukan dokumentasi, koordinasi, monitoring, dan
pelaperan layanan Informasi Publik

16. Tanggapan tertulis adalah jawaban PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT atas Permintaan Informasi Publik/keberatan
informasi dalam bentuk sural.

17. Bantuan kedinasan adalah kerja sama antar Badan Fublik guna kelancaran penyelenggaraan pemenntahan dan pelayanan publik.

18, Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instans: daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data
yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebariuaskan data.

19. Pembina Data adalah pejabat yang diberi kewerﬁngan melakukan pembinaan terkait data di lingkungan BPOM.

20. Portal Satu Data BPOM adalah sistem informasi yang memuat informasi tentang data-data yang dapat dibagipakaikan oleh BFOM kepada pihak
luar.
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C. Pihak yang Terkait
1. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat/UPT Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
2. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat/UPT Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

3. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat/UPT Pusat Pengembangan Pengujian Obatdan Makanan Nasional Bidang Dokumentasi dan Arsip

D. Formulir yang Digunakan

Formulir Permintaan Informasi Publik

Formulir Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik
Formulir Pemberitahuan Tertulis i

Formulir Register Permintaan Informasi Publik

Formulir Surat Keputusan Pengecualian Informasi

o R

E. Owlput yang Dihasilkan
Layanan Informasi Pubilik
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FORMULIR 1
FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI] PUBLIK

FUBAT FENGEMBANGAN PENGULIIAN OBAT DAN MAHKANAN NASIONAL
HADAN PENOAWAS OEAT DAN MAKANAN
JI. Percetakan Megara Mo, 23, Jakarta Pusat 10560
Telepon/Fax: 021-424 5075 /420 1427
BADAN POM Emnll: ppomnd pom.go.kxd
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v.

Halk-hak Pemohon Informasi Lembar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta selumub {nformasi yang berada di Badan Publik kecuall: (a]
informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat: Menghambat proses
penegakan hukum; Mengganggy kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan
dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan den keamanan Negara; Mengungkap
kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar
negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhic ataupun wasiat Seseorang;
Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik
yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang
tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik Juga dapat tidak memberikan
informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMINTAAN INFORMAS] BERUPA NOMOR
FENDAFTARAN KE PETUGAS LAYANAN INFORMASI/PPID. Bila tanda buku permintaan informasi tidak
diberikan, tanyakan kepada petugas layanan informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda
kurang lengkap.

Pemohon berhak mendapatkan pemberitabuan tertulls tentang diterima atau tidaknya permintaan
informasi dalam jangka waktu 10 {sepulub} harl kerfa sejak diterimanya permintaan informasi oleh Badan
Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam
bal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi
yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan
Publik adalah (dfisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik}

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik {misal: menolak permintoan
Anda atou memborikan hanya sebagian yang dimintaj, maka Pemohon dapat mengajukan keberatan
kepada Atasan PPID dalam jangke wakiu 30 {tiga puluh) hari kerja sejak permintaan informasi ditolak
ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan
yang diajukan Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga pwluhj harf kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan
keberatan dalam regiater keberatan,

Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemochon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 {fempat belas) hard korja sejak
diterimanya leeputusan atasan PPID oleh Pemohon [nformasi Publile,




FORMULIR 2
REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

FUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN FENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
JI Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560

Telepon/Fax: 021-424 5075 /420 1427

secnaian Email ppomn@pom.£0 id
REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Bennuk Inforas “Biaya dan Carn
Simtu s Informasi o i Huri disn e : ;
Tl : Yang Dikinsai : e Tongal | pembayaran |
Alamar | Nowor | Peker- | masi | PeosE g Jeserminiaan [5G | Pencia | Penberd | Alesan | g, | Com
Tgl | MNumn Koutsk | jaan Vi nanmn %H Belumn -kan | -tabuan | Pemola- | TN | Pemba
Heternngan:
P ool dengan nomat peadaftara permintaan Informusi Publik Status lilermas dltis dengan memberikan tanda (5). Bl tklak dibawah
: . penguasann, tuliskan Brdan Publik dn sang mengunsai bela
Tanggal = disa dengan tavggal permintaan diterima diketnhigg, seswai dengan isian i formulis pemberitaliaan
teriulis,
M ¢ dhist ddengan nama Pemohon Blentuk Informaes : ditsi dbengnn membseriban tandn () di bagian bawab kobom
vang Dibuasal sesbin beniuk informasi vang dikuasai
Alnrna ¢ dliisi clengan alamad bengkap dan jeles Pemohon informasd uniuk enis Permsintaan ¢ dibsi dengan memberikan tanda (4 di bagian bawah kolom
memudahlmn pengiriman informesi vang dimisnta BRI JERUS PErTELaan
Momar hontak ¢ ldsd dlengan nomor kontak (nemer telepan ! fnksimals | telepon Repuiusan ¢ eliisi sesue dengan 15 Keputusan dalam pemberitahuan
seliler femapt] Pemohon Informass Publidk teriulis
Pekerpaan i dissi dengun pekerjaan Pemshon Informasi Publik Alasan Penalakadi ¢ diisd dengan alasan penolakan oleh atasan PP
Informasi yang Diminia dizsl dengan detail informas: yang diamintn Hari dan Tanggal ¢ didss denigan:

a. han dan tangesl penyampaiany pemberiinhuamn teriulis
sebapaimans dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang
Mo, 14,2008 tentang Keterbukaomm Informas Pablik dan
Ferateran i, Wakiu pemaberitahaan terulis juga
metimdakon waktu penolakan informasi apabila
permintnan ditoklnk, Dengan katn lnin, dalam hal
permibntaae formasl Publik divelak, maka
premberitabican tertulis md samn dengan peoelalkan.

b hari dan tanggal pembenan misrmasi kepida Pemahbon

Tujuan Penggunaan Infermas) i diisl dengan tujuan falasan peemintaon dan penggunaan Biavn dan Cara ¢ eibsd dengan bisya vang dibutuhkan serta perincinnnya dan
informasi Pembaynran cwra pembayaran yvang dilakulean.



FORMULIR 3
FORMULIR KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN INFORMASI FPUBLIK

BADAN FENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
JIL Pereetakan Megira Mo, B3, Jakarta Puasat 185450
Tebepron Fax: (2 1-424 5075 /420 1427
Email: ppomn@pom.go.id

r PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NABIONAL

FORMULIR KETIDAKLENGHEAPAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
No. Pendaftaran [oliisr peraiis 1™ o e s e
Alamnat

Dahww benbasarkan permintsan mformeast publsh dan dekumen yang kami terima, maka FPID mener.mg!m.n biakwen
informast yang dimalon adadnh Tidak enghop, molich uatuk seperm melenghapi doloemen tersebul yakng

Selanjutiyn wakiu untuk melenghaps dokumen torschat palmg lama 3 {iga) bori sejak sural keterangan tdak benigkag
diterimmna

[ TR S L L1111 R——— | F P P R R E ST el
Pejabat Pengelols Informasi dan Dokumentasd (PPID)
Pelakaana PPPOMN

Numna dan Tanda tangan

Kotrrangan:
* Diisi odel petugan berdosarkan nomes pegestrost permdntann Informos Fuldi,




FORMULIR 4
PEMBERITAHUAN TERTULIS

PUSAT PENGEMBANGAN FENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAHANAN
| M, Perectakon Megar 8o, 20, Jolosrin Pusat 10560
Tebepan )/ Fax: O 1-424 5075 /400 14237

BADAM POM Email; ppomni@pom.go.id

‘ PEMBERITAHUAN TERTULIS
Begdasarkan permintaan informas) pada tenggal ..., bulin ..., b ... dengan soanor pencdalinsmn® ...,
knmi menyvampakkan kepmsida Saudanfi ;

Mama s i o ' L o ' ik e A L a 3 5

Peinbertahunn selngns berikm:
A, Informasi Dapat Diberiloan

“Wo. Hal-hal Terkait Informasi Publik Keterangan

Kami
Badaan Pulalike lain, yaitu.....
Saffomaly (fermasuk relaman)

Hardeopf Salinan teetulis

1 & Bentuk fsik yang tersedio®

3 Biayn yang dibutuhkan®* Penyalinan | R, ... x ... Guminh lembaran) = [

Peagiriman 1t N

00400000

Emtr-Dinim | = F—
4. Wakiu penyvedipan T

o Penjelnsnn penghatnmin /pengaburan Informast vang dimohon®** {lambablamn kertas bils periu)

LR i g b o T R R R R b 5 e e e R TR TN R 0 e b

LEELE L} = R T T e T T T IR r LI I e T T LI I I

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:
E=l Informasi vang diminta belum dikuasai
D Informas: vong diminta belum didokunentasdkan
Peniyedinan informasd yang duninta belum didokumentosikan dilakukan dalam jangka waktu, ..., """

lerreemrriennes (TEMIMALG cocovseslimggal fbulan fiabun)
Pojabat Pengeloln Informasi dan Dokumentasi (PPIDY Pelalksann PPPOMN

i N, Jabanan & Tandn tngan
Koterangan ¢

a Dhisi #emial dengin somor penaafiaran pada fosmulie porsintasn nformass Publik
**  Pilih salah satu dengan memberi landa (4.

= Binya penynlinon (fotekopi) dan/atas binya pengireman ikhosus kugis don posd sesand dengan standar binya yng
lelah disiaphan

R ik adn penghistaman infoomasi dadam swato dolumen, maokn diberden alasan penphitomannyn
weRe Dhiiad dengan keterangan walow yang jelas untak mepyelinkan miormas) yang dimanta,




FORMULIR 5

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG
PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI

FUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
HADAN FENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pty oL Pereetakan Negora No, 23, Jakarta PMuasat 10560

Telepon/ Fas: 021-424 3075 f4) 1427
Eavuit ppomnfi pom, go.id

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
Mo, Pendaftarnn:*. ..,
Hama

Ko. Telepon /Fax! Email

Rinclan Infermasi yang dibutuhlan

FFID momutuskan bahwa informasi yang dimohon adelah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

I’mwum_linm i ; ' [:||=um-r 17 Bl ey, LU KR ™
nifsrmasi [EEFH BN 4 ]
nadn alasan - - Dl’nmll e Unidang-Undang, ....... ***

Bahwa berdnsarkan Pasal-Pasal di atas, membuks informasi tersebut dapat menbmbulkan konsskuensi
sebagal berikut:

Dengen demikian menpatakan bahwa:

FERMINTAAN INFORMASI MITOLAK

Jika Pemohon Infsrmasa kebematan atas penolakan ini makn Pemobion Informas: dapal mengajiskon

keberatnn keguuela Atasan PPID selambat-binlainys 30 (g pulub) ban kern sejok menerimn Surad
Hepasiuisan ind.

fecossimcsiccicccftempaat), oo, oo ftmnggald £ baylon S iaboam =)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID] Pelaksann PPPOMN

Mamim & Torndnbnngan

Heterangn:
x [Hist oleh prtugas besdasarkan fomor pendafiaran pesmnntaan nfarmas Fablik.

Dil=d abed PRI seminl dengan pengecuslisn padn Paaal 17 hural a-i U0 K05
Sesuai dengan Pasal 17 harul § UL K0P, diiss obeh FPID sesusl dengan pasal pengeoaalian dalam
Lindareg-Uindang Inin veng mengecualikan mformam vong dimohed iersehun [sebaithan paedal dan
Lo - LA nisl sy,
D @lel petupas dengns memperhtikan Dalas lentang jangka walithy pemberitibiaan 1emilis
webagnimann dignir dalam LI KIP dian Perauman i,

FIT]




